Buku vang berjudul Dinamika Pendidikan di Indonesia ini
merupakan kumpulan tulisan para peneliti lintas bidang kepakaran pada
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Intormasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
PR RI vang berupaya menyoroti dinamika persoalan yang mengemuka
Jdalam implementasi kehijakan pendidikan di Indonesia.

Ada beberapa dinamika persoalan pendidikan yang disorot: pertama,
tentang tentang otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi; kedua, tentang
pembentukan  karakter manusia Indonesia; ketiga,  tentang investasi
pendidikan dalam kerangka peningkatan ekonomi; keempat, tentang rintisan
sekolah bertarat internasional/sekolah bertaraf internasional; dan kelima,
tentang kebijakan pendidikan dasar di perbatasan.

[mplementasi kebijakan pendidikan nasional memang perlu terus
dikaji demi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Apalagi
kebijakan bidang pendidikan ini telah diberi dana yang tidak sedikit dari
APBN. Arah kebijakan nasional di bidang pendidikan sejatinya telah disusun
dengan baik, namun pada tataran implementasi, kebijakan-kebijakan itu
kerapkali menemui kendalakendala yang tidak mudah untuk diselesaikan.
Karena itu, titik tekan pembenahan tataran implementasi kebijakan-
kebijakan yang telah dirumuskan itu adalah niscaya untuk terus dilakukan.
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Kata Pengantar Penyunting

kumpulan tulisan para peneliti lintas bidang kepakaran pada Pusat

Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal
DPR RI yang berupaya menyoroti gerak persoalan yang mengemuka dalam
implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia. Ada beberapa gerak
persoalan yang disorot, pertama, tentang otonomi pendidikan bagi perguruan
tinggi; kedua, tentang pembentukan karakter manusia Indonesia; ketiga,
tentang investasi pendidikan dalam kerangka peningkatan ekonomi; keempat,
tentang rintisan sekolah bertaraf internasional /sekolah bertaraf internasional;
dan kelima, tentang kebijakan pendidikan dasar di perbatasan.

Buku yang berjudul Dinamika Pendidikan di Indonesia ini merupakan

Dalam kajian Shanti Dwi Kartika tentang otonomi pendidikan bagi perguruan
tinggi, penulis secara khusus menelaah tentang dampak pembatalan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap
pelaksanaan otonomi pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Sementara dalam tulisan Herlina Astri tentang peran pekerja sosial di sekolah
untuk mendukung pembentukan karakter manusia Indonesia, disimpulkan
bahwa pengembangan pendidikan pekerja sosial di Indonesia adalah bagian
penting dalam proses terbentuknya profesi pekerja sosial. Profesi ini telah
mengalami beberapa tantangan yang saling berhubungan satu dengan yang lain.
Salah satu tantangan itu adalah pendidikan profesi pekerja sosial yang ideal
membutuhkan pendidik dengan kualifikasi pekerja sosial dan pengalaman,
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tidak hanya sebagai tenaga pengajar tetapi juga dapat melakukan supervisi
praktikum.

Dalam tulisan ketiga, Edmira Rivani menulis tentang investasi pendidikan
dalam  rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya
pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak saja dipengaruhi oleh meningkatnya
pendidikan tenaga kerja tetapi juga oleh pendidikan penduduk secara
keseluruhan. Namun, pendidikan masih belum mendapatkan apresiasi
yang baik dari seluruh masyarakat Indonesia. Rendahnya minat bersekolah
masih sangat terasa di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini terjadi akibat
kurangnya pemerataan pembangunan dan informasi di Indonesia. Pemerintah
[ndonesia masih menjadi faktor dominan penentu keberhasilan penerapan
kebijakan pendidikan dan ekonomi ini, di mana seharusnya sanggup untuk
mengkolaborasikan pemerintahan, pendidikan dan industri dalam kerangka
tujuan yang sama. Selama kebijakan ketiganya masih dalam kerangka yang
terpisah, pengembangan sumber daya manusia Indonesia menjadi manusia
unggul seperti yang dicita-citakan konstitusi tidak akan pernah tercapai.

Selanjutnya Elga Andina menulis tentang pencitraan pendidikan dengan
melihat Program RSBI/SBI di Indonesia. menurutnya meskipun RSBI/
SBI merupakan amanat Undang-Undang, namun dalam pelaksanaan telah
menumbuhkembangkan perilaku negatif seperti diskriminasi, kehilangan
rasa tenggang rasa, dan korupsi. Hanya saja, persepsi masyarakat mengenai
kualitas RSBI/SBI telah terbentuk terkait dengan tingginya biaya pendidikan
yang dipatok. Hal ini disebabkan karena adanya impresi bahwa semakin mahal
maka semakin bermutu. Padahal, RSBI/BSI belum matang dalam perencanaan
dan pengelolaannya, karena Pemerintah sendiri belum mampu melaksanakan
pendidikan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu peran DPR dalam hal
ini dapat dilakukan dengan mendorong peningkatan mutu RSBI/SBI dengan
mendukung program standar RSBI/SBI yang relevan, bermutu dan tepat guna.
Pilihan lain yang dapat dilakukan DPR adalah menggunakan hak legislasinya
untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu untuk menghapus ketentuan
mengenai RSBI/SBI.

Terakhir, Yulia Indahri menulis tentang kebijakan dan pelaksanaan pendidikan
dasar di perbatasan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa penanganan di bidang
pendidikan diperlukan suatu kegiatan yang berdampak sangat luas dan
menyeluruh terutama yang mampu meningkatkan mutu dan kualitas sekolah
di berbagai tingkatan, pendidik, serta peserta didik sehingga membangkitkan
kembali kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan rasa cinta terhadap tanah
air sendiri. Di samping berupaya membuat model kurikulum khas perbatasan
diperlukan juga katalisator yang bisa mempercepat pembangunan kualitas
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pendidikan, sekurang-kurangnya dapat menyejajarkan kualitas pendidikan di
daerah perbatasan dengan negara tetangga.

Implementasi kebijakan pendidikan nasional memang perlu terus dikaji demi
peningkatan kualitas dan mutu pendidikan itu sendiri. Apalagi kebijakan
bidang pendidikan ini telah diberi dana yang tidak sedikit dari APBN. Arah
kebijakan nasional di bidang pendidikan sejatinya telah disusun dengan baik,
namun pada tataran implementasi, kebijakan-kebijakan itu kerapkali menemui
kendala-kendala yang tidak mudah untuk diselesaikan. Karena itu, titik tekan
pembenahan tataran implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dirumuskan
itu adalah niscaya untuk terus dilakukan. Selamat membaca!

Jakarta, Medio September 2012
Penyunting,
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L Pendahuluan

Pendidikan sebagai hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara.
Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pendidikan sebagai hak
konstitusional bagi setiap warganya sekaligus menjadi kewajiban konstitusional
bagi negara. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban konstitusional tersirat dan
tersurat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD N RI 1945). Pendidikan merupakan salah satu cita-cita nasional bangsa
Indonesia yang tercermin dalam Alinea Pembukaan UUD N RI 1945 yaitu
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga diatur secara tersendiri
dalam UUD N RI 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) serta Bab XII tentang Pendidikan
dan Kebudayaan Pasal 31. Amanat konstitusi tersebut ditindaklanjuti
dengan dibentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar
Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, sebagaimana telah diganti dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
dan sebagaimana telah diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU Sisdiknas memuat
penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar,
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Penyelenggaraan pendidikan
tinggi melalui perguruan tinggi berdasarkan pada Pasal 24 UU Sisdiknas dan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
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Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi masih dianggap
sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun,
kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah
sekaligus menjadi masalah bangsa Indonesia terkait dengan hak konstitusional
dan tanggung jawab Negara dalam pendidikan.

Selain itu UU Sisdiknas mengamanatkan penyelenggara satuan pendidikan
dalam bentuk badan hukum pendidikan yang pengaturannya akan diatur lebih
lanjut dalam undang-undang (Pasal 53 dan Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas).
Amanat tersebut mengandung suatu esensi dari otonomi/kemandirian
pendidikan tinggi. Sebelum lahirnya UU Dikti, amanat Pasal 53 UU Sisdiknas
ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009
tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Esensi otonomi pendidikan tidak
berjalan sebagaimana mestinya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 yang menyatakan bahwa UU BHP
bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat sejak tanggal 31 Maret 2010.

Pembatalan UU BHP mencerminkan bahwa pembentuk undang-undang tidak
memperhatikan rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 021/PUU-1V/2006, tanggal 22 Februari 2007 memberikan
rekomendasi penyusunan undang-undang mengenai pendidikan harus
mempertimbangkan: (1) aspek fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, hak dan kewajiban konstitusional dalam bidang pendidikan; (2) aspek
filosofis sebagai cita-cita untuk membangun sistem pendidikan nasional, aspek
sosiologis terkait dengan realitas penyelenggaraan pendidikan, aspek yuridis;
(3) aspek pengaturan harus merupakan implementasi tanggung jawab negara
dan kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan; serta (4) aspek
aspirasi masyarakat.!

Pelaksanaan otonomi pendidikan juga dipengaruhi oleh pemahaman
masyarakat akan otonomi pendidikan itu. Masyarakat masih memahami
otonomi pendidikan secaia keliru sebagai bentuk dari liberalisasi dan
komersialisai pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Pemahaman
ini muncul Kkarena penyelenggaraan pendidikan yang buruk, sistem
pendidikan dan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak jelas arahnya,
ketiadaan tata kelola, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.’
Buruknya penyelenggaraan pendidikan tinggi juga tergambar dengan adanya

1 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 11-14-21-126-136/PUU-
VI1/2009, Tgl. 31 Maret 2010, hal 32.

Sulistyowati Irianto, “Masa Depan Perguruan Tinggi," http://www.pelitaui.com/1/
post/2012/04/masa-depan-perguruan-tinggi-sulistyowati-irianto.html, diakses 12
November 2012.
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fenomena munculnya perguruan tinggi ruko, pemberian gelar kesarjanaan
dengan mudah, dan mutu pendidikan yang belum terjamin.* Fenomena
tersebut menggambarkan perguruan tinggi mempunyai kredibilitas yang
belum memuaskan stakeholders terutama masyarakat. Masyarakat khawatir
dengan otonomi pendidikan akan terjadi pengalihan tanggung jawab
Negara dan mengubah pendidikan sebagai public good menjadi privat good.

Gejalayangterjadidalam masyarakattersebut menunjukkan bahwa UU Sisdiknas
dan UU Dikti belum sepenuhnya diimplementasikan. Berdasarkan Pasal 24 ayat
(2) UU Sisdiknas, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian
ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Otonomi/kemandirian pedidikan
tinggi masih bersifat setengah hati dan belum sepenuhnya dijalankan oleh
perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Ini merupakan
permasalahan pendidikan yang berimplikasi pada pendidikan di Indonesia,
khususnya pendidikan tinggi. Implikasi tersebut berkaitan dengan kedudukan
hukum dari lembaga penyelenggara pendidikan di setiap satuan pendidikan
dan pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

UU Dikti dibentuk dan diundangkan untuk melaksanakan putusan Mahkamah
Konstitusi dan memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi pendidikan
bagi perguruan tinggi. Lahirnya UU Dikti memberikan harapan terjadinya
perubahan yang mendasar bagi pendidikan tinggi dan memberikan peluang
terlaksananya otonomi pendidikan yang dijalankan oleh perguruan tinggi.
Harapan itu mungkin akan tinggal harapan, mengingat telah ada sekelompok
orang yang mengajukun pengujian UU Dikti terhadap UUD N RI 1945 ke
Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 103/PUU-X/2012. Sejumlah
perguruan tinggi swasta juga berencana akan mengajukan judicial review
terhadap UU Dikti, namun masih mengkaji rencana tersebut.*

®  P3DI Setjen DPR RI, Hasil Penelitian tentang Kedudukan Otonomi Pendidikan pasca-
putusan mahkmah konstitusi, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan, Data dan Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI, 2011.

= Firman Hidayat, “PTS Kaji Uji Materi UU Pendidikan Tinggi ke MK, http://www.dikti.
go.id/?p=5894&lang=id, diakses 25 November 2012.
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IL. Permasalahan

Pentingnya otonomi disadari dan diyakini oleh sejumlah negara sebagai proses
transformasi pendidikan tinggi, melalui Magna Charta Universitatum, 1988,
yang menyatakan bahwa the university is an autonomous institution at the
heart societies. To the meet the needs of the world around it, its research and
teaching must be morally and intellectually independent of all political authority
and economic power.’ Konsep otonomi tersebut bukan hal baru bagi Indonesia
karena telah dipikirkan oleh founding fathers sejak 1947. Otonomi pendidikan
sangat diperlukan bagi pendidikan tinggi di Indonesia, dalam rangka
meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing di dunia pendidikan. Namun
dalam perjalanannya, otonomi menjadi permasalahan yang kontroversial di
negeri ini. Ini disebabkan pemahaman yang keliru dari masyarakat terhadap
otonomi pendidikan yang diidentikkan dengan komersialisasi dan liberalisasi
pendidikan. Selain itu, dasar hukum berlakunya otonomi pendidikan perlu
dikaji penegakan hukumnya.

Atas dasar itu, dilakukan pengkajian mengenai otonomi pendidikan bagi

penyelenggara pendidikan tinggi dengan permasalahan hukum sebagai berikut:

a. Bagaimana dampak pembatalan UU BHP terhadap pelaksanaan otonomi
pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi?

b. Apa perlunya otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi?

c. Apa peranan badan hukum penyelenggara pedidikan dalam otonomi
pendidikan?

S Sulistyowati Irianto, Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka
Obor Indonesia, 2012, hlm. vii.
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III. Kerangka Pemikiran

A. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia, yang penyelenggaraannya
merupakan bagian dari tanggung jawab Negara, sebagaimana diamanatkan
oleh Konstitusi. Pendidikan dimulai sedini mungkin dan harus disesuaikan
dengan tahapan perkembangan otak, sebagai usaha terus-menerus untuk
menumbuhkan kemauan dan kemampuan belajar mempunyai muatan jauh
lebih kaya daripada sekadar pengalihan pengetahuan dan keterampilan.® Ini
sejalan dengan pendapat Niccolo Machiavelli yang memaknai pendidikan
dalam kerangka proses penyempurnaan diri manusia secara terus menerus.’
Ini berarti bahwa pendidikan dapat melengkapi ketidaksempurnaan dalam
kodrat alamiah manusia.?

Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia
secara manusiawi, dengan bersemboyan pada ing ngarsa sung tuladha, ing
madya mangun karsa, dan tut wuri handayani® Tujuan pendidikan secara
universal didasarkan pada kelangsungan kehidupan sosial masyarakat, tujuan
politis suatu masyarakat, analisis situasi sosial aktual kontemporer, analisis
historis ]embaga sosial' konteks mas‘ﬁrnl{gf itn hidun (kantalze encial hndawa
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yang meliputi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat) bagi
suatu Perguruan Tinggi untuk mencapai cita-cita dan aspirasinya sehingga
menghasilkan dan menjamin mutu hasil pembelajaran, kompetensi, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu setinggi kemampuan dan
kondisinya.?? Otonomi bukan diberikan dengan sebebas-bebasnya melainkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi bukan
pula berarti otonomi pengelolaan uang melainkan memberikan otonomi
keilmuan dengan dukungan danasesuai dengan kebutuhan untuk mensukseskan
Tri Dharma Perguruan Tinggi, termasuk otonomi untuk melakukan kerjasama
dengan dunia industri, pemerintahan, dan departemen-departemen.**
Pentingnya otonomi perguruan tinggi juga pernah diungkapkan oleh beberapa
orang, seperti oleh Presiden University California yang pernah mengatakan:

“the basic reality for the university is the widespread recognition that new
knowledge is the most important factor in economic and social growth. We
are just perceiving that the university is invisible product knowledge may be
the most powerful single element in our culture, affecting the rice and fall
profession and even social classes, regions and even nations.”*

Pandangan ini diperkuat berdasarkan hasil penelitian majalah Economist pada
tahun 2005 yang mengatakan

“universities are among the most important engineers of knowledge
economy. Not only do they produce the brain workers who man it, they also
provide much of its backbone from laboratories to libraries to computer
networks.”s

Untuk terwujudnya otonomi pendidikan diperlukan suatu proses. Proses
menuju otonomi pendidikan antara lain berkaitan dengan pengembangan
budaya profesionalisme dengan ciri-ciri memilki keahlian (expertise), tanggung
jawab (responsibility), dan Kkesejawatan (corporations).?®* Adapun prinsip
keotonomian perguruan tinggi berkaitan dengan 5 (lima) prinsip pokok, yaitu:
(1) Regional autonomy parallelism, (2) Keunikan sebagai core competence, (3)
National cohessiveness, (4) Market oriented, dan (5) Managed professionally.’

32 Adil Basuki Ahza, Loc.cit.

3 Soedijarto, Loc.cit., him. 17.

3 Jacques Delors et. al. Loc.cit. him. 131

3 Soedijarto, Op.cit., him. 12.

% Zulkarnain Nasution, “Apa itu "Otonomi” Perguruan Tinggi?” http://berkarya.um.ac.
id/?p=2126, diakses 12 Januari 2011.

Zaenal Soedjais, “Otonomi Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Globalisasi,” http://sutisna.
com/karya-tulis/jurnal /otonomi-perguruan-tinggi-dalam-perspektif-globalisasi/, diakses
1 Maret 2011.
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Selain kelima prinsip tersebut, kebebasan akademi dan otonomi perguruan
tinggi mengacu pada Deklarasi Lima tentang Academic Freedom and Autonomy
of Higher Education, yang dideklarasikan pada 10 Oktober 1988, otonomi
perguruan tinggi meliputi academic freedom, academic community, dan
autonomy.®® Prinsip dan substansi yang terdapat dalam Declaration of Academic
Freedom and Autonomy of Higher Education bagi lembaga pendidikan tinggi
terdiri atas:°
(1) independensi, (2) tanpa ada diskriminasi dan rasa takut, (3) hak
penelitian tanpa ada intervensi, (4) wajib untuk menuhi hak ekonomi,
social, kultural, politik masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan
ilmu/pengetahuan, (5) aktif berperan serta memecahkan masalah
masyarakat dan bangsanya serta kritis terhadap kondisi aktual, (6) harus
memperkokoh solidaritas dengan lembaga lain, (7) harus berusaha
mencegah ketergantungan dan mengupayakan kemitraan dengan
seluruh komunitas akademik, (8) harus menjamin partisipasi mahasiswa
baik secara individual, kolektif, nasional, maupun internasional, dan
(9) otonomi harus dilaksanakan secara demokratis dalam wujud self-
government dan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas
akademik yang bersangkutan.

Untuk mengetahui sebuah perguruan tinggi memiliki otonomi dan penerapan
prinsip otonomi, diperlukan indikator untuk mengukurnya. Ada enam indikator
digunakan oleh Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD), yaitu (1) kepemilikan atas asset dan otoritas untuk meminjam dana,
(2) menetapkan struktur akademik dan program studi, (3) mengangkat dan
memberhentikan staf serta menentukan besaran gajinya, (4) menentukan daya
tamping dan sistem seleksi mahasiswa baru, (5) menetapkan besaran uang
kuliah, dan (6) mengelola anggaran sesuai misi dan tujuan institusi.*

D. Badan Hukum

Subyek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum sebagai pendukung
hak dan kewajiban.** Badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban
adalah badan hukum (rechtspersoon) dengan ruang lingkup pengertian (1)
perkumpulam orang (organisasi); (2) dapat melakukan perbuatan hukum

*®  Johannes Gunawan, Analisis Hukum Otonomi Perguruan Tinggi, dalam Otonomi Perguruan

Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012, him. 211.

3 Zulkarnain Nasution, Loc.cit.

% Chan Basaruddin, Menakar Otonomi Akademik Perguruan Tinggi di Indonesia, dalam
Otonomi Perguruan Tinggi Suatu Keniscayaan, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
2012, him. 12.

# Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung: PT. Alumni, 2005, hlm. 11.

.




(rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechsbetrekking);
(3) mempunyai harta kekayaan tersendiri; (4) mempunyai pengurus; (5)
mempunyai hak dan kewajiban; dan dapat digugat atau menggugat di depan
pengadilan.*?

Kedudukan badan hukum sebagai subjek hukem didukung oleh beberapa
teori, salah satunya teori orgaan yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke. Teori
ini menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu badan yang membentuk
kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut
misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya.* Eksistensi badan hukum
mengalami perkembangan sehingga dapat digolongkan berdasarkan macamnya,
jenisnya, dan sifatnya.

Badan hukum berdasarkan macamnya dibedakan badan hukum murni dan
badan hukum tidak murni. Negara merupakan badan hukum murni, sedangkan
badan hukum tidak murni adalah badan hukum yang berwujud sebagai
perkumpulan berdasarkan Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata). Badan hukum tidak murni yaitu badan hukum yang didirikan,
diakui, atau diperkenankan oleh kekuasaan umum atau dapat juga didirikan
khusus untuk suatu maksud tertentu. Berdasarkan jenisnya badan hukum
terdiri dari badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik
adalah negara yang bertindak dalam lapangan hukum perdata sedangkan badan
hukum privat adalah badan hukum yang didirikan atas pernyataan kehendak
dari orang perorangan. Badan hukum berdasarkan sifatnya terdiri dari
korporasi dan yayasan. Penyelenggara pendidikan formal di Indonesia lazim
mempergunakan badan hukum privat berbentuk yayasan dan perkumpulan.
Sedangkan untuk pendidikan nonformal, Kementerian Hukum dan HAM
mengizinkan dilakukan oleh Perseroan.*

#  Ibid. hlm. 21.

% Ibid. hlm. 29-38.

Milly Karmila Sareal, Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Tinggi Pasca Putusan Judicial
Review terhadap UU BHP, Makalah seminar “Otonomi Perguruan Tinggi Pasca Putusan Judicial
Review terhadap UU No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan” Jakarta, 21 Februari
2011, him. 2.
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IV.  Analisis Otonomi Pendidikan

A. Dampak Pembatalan UU BHP bagi Otonomi Pendidikan Tinggi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU BHP bertentangan dengan
UUD RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat mempunyai
dampak yang tidak signifikan bagi sistem pendidikan Indonesia. Dampak
yang dirasakan tidak sama bagi setiap perguruan tinggi sebagai penyelengara
pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di daerah. Ini disebabkan perguruan
tinggi belum bisa mengimplementasikan ketentuan UU BHP, sehingga
otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi masih dilaksanakan sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001.4 Implikasi
pembatalan UU BHP bagi PTS yaitu PTS tidak perlu menyesuaikan tata kelola
sebagaimana disyaratkan dalam UU BHP, karena pada prinsipnya PTS telah
menganut dan menjalankan otonomi pendidikan tanpa harus mengubah bentuk
badan hukumnya.* Dampak ini juga tidak berpengaruh besar bagi PTN kecuali
bagi PTN berstatus BHMN, karena beberapa PTN baru memberlakukan BHP
sebagian yaitu hanya sebatas pada otonomi akademik sedangkan berkaitan
dengan pengelolaan keuangan masih berasal dari pusat.#’ Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut berarti masih memperbolehkan keberagaman bentuk

*  P3DI Setjen DPR RI, Laporan Akhir Hasil Penelitian Kedudukan Hukum Otonomi Perguruan
Tinggi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, 2011.

% Ibid.

Y Ibid.
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badan hukum pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia,
guna terwujudnya cita-cita nasional.

Dampak putusan tersebut menjelaskan bahwa UU BHP tidak perlu dibatalkan
secara keseluruhan tapi hanya perlu direvisi pada ketentuan-ketentuan yang
dinilai merugikan masyarakat. Ini disebabkan materi dalam UU BHP dianggap
penting sehubungan dengan pengaturan yang berkaitan dengan otonomi
keuangan dan kebebasan akademik yang jika diimplementasikan dapat
meningkatkan kualitas pendidikan dan jiwa kompetisi dalam menghadapi
globalisasi khususnya bagi perguruan tinggi. Pengaturan otonomi pendidikan
dalam UU BHP tersebut masih dipandang sebagai otonomi yang bersifat
setengah hati. Ini mengingat di dalam UU BHP tidak ada pengaturan secara
tegas mengenai pengawasan dan pemanfaatan anggaran bagi PTN. Selain
itu, otonomi dalam UU BHP dinilai hanya menguntungkan bagi dosen dan
perguruan tinggi dengan status badan hukum milik Negara (BHMN). Kedua hal
tersebut merupakan salah satu kelemahan dari UU BHP.

B. Otonomi pendidikan bagi Perguruan Tinggi

Adanya otonomi pendidikan berarti Pemerintah memberikan wewenang
kepada badan hukum pendidikan untuk melakukan tindakan hukum publik
dan hubungan hukum lainnya dalam menyelenggarakan perguruan tinggi
berdasarkan pada UU Sisdiknas, UU Dikti, serta peraturan pelaksanaannya.
Penyelenggaraan pendidikan ini merupakan wewenang negara, sesuai Pasal
28I dan Pasal 31 UUD N RI 1945. Berdasarkan UU Sisdiknas, wewenang
tersebut diberikan oleh Negara kepada badan hukum pendidikan untuk
menyelenggarakan otonomi pendidikan melalui perguruan tinggi.

Otonomi pendidikan bagi perguruan tinggi merupakan kewenangan dan
kemampuan perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan mandiri di bidang
akademik maupun nonakademik agar mutu pendidikan melalui perguruan
tinggi di Indonesia semakin meningkat sehingga dapat bersaing secara global.
Peningkatan kualitas ini terkait dengan empat tantangan yang dihadapi
perguruan tinggi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan kelembagaan
melalui otonomi perguruan tinggi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa
otonomi perguruan tinggi yang dijalankan meliputi otonomi keilmuan, otonomi
tata kelola pendidikan, dan otonomi tata kelola lembaga, sebagai dimensi
otonomi perguruan tinggi.

Otonomi tersebut diatur dalam UU Sisdiknas, UU BHP (telah dinyatakan
inkonstitusional), dan UU Dikti. Otonomi pendidikan berdasarkan UU Dikti

w18




































http://upstegal.blogspot
http://www.dikti.go.id/?p=5894&lang=id



http://www.pelitaui
http://berkarya
http://sutisna.com/karya-tulis/jurnal/otonomi-perguruan-tinggi-dalam-perspektif-globalisasi/









http://manado.tribunnevvs

